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E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BABI

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tnhun 2019 wmng Pengelolnnanngm Dnenh. dpn
P&tatunn Gubernur Aceh Nomor 106 Takhun 2013 tentang Sistem dan Proseéurl’mgdolnn
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undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab densm
mempcrhauhnmskudihn.kmutm.dlnmmfutumukmuyanh&

pemuinnh sehumnya menynukm mfntmn y:ng bermmfllt bagi pam panmghn




Audited Laporan Keuangan mwmrmm m 7

Membantu para pengguna untuk mengmhm pdahman hgmn soat m
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£ mmyedmkanmfommmengenmpembah&npmmkmmgmmADmuSun!Amh
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SKPA Dinas Sosial Aceh lmdxmunsebagul’ernnggungmban PdnksmnmAPBA Tilmn
Anggaran 2019, :

Akuntansi berbasis akrual sebagai pelal:nnam Peraturan Pelnerintnh Nomor 71 Tllmn il
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan telah diterapkan pada Tshun 2015. Dampak
 kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pldn il
IapomPaubahmEhumdmdmnghphndathmmamhpomengm.

1 .W_Um Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keumgm Negara (I.embcrm Negln

qubhk Indcmada Tn.hun 2003 Nomor 47, Tambahan Lemlnnn Negara chubtil:

‘z. ﬁﬁmngndmgNmulTahmmwnungPubmdnhmme(lmMnNem
nhunMNomorS Tlmbahm LembcnnNeganNmrilSSS). T
Undar :';Undmg Nomor 15 Tahun 2004 tent:ng Pemerihun, P'_' '
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Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Negara Nomor 5589);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, tambahan Lembaran Negm
Republik Indonesia Nomor 4575); :
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan |
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara
Republik Indonesu Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negm Republik

: Indonesu Nomor 4577);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
~ Negara Repubhk Indonesia Nomor 4578); . Ll
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

~ Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

[ ' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); o )
i '\ -." 15‘ pgxmm Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Aku.ntlnu
Pmerinnhln (Lembmn ‘Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 '

mm Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); i

: mmuu funerintah ‘Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (I.embm “
Negara Repu m; hdomm_ Tahun_ 2011 Nomor 59, 'r.mb.hm Lembunn Neg
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i PmmmGubemurAeehNomor&DTlhmmlimnmgs;mmm,""”
SKPA (Berita Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor62);
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 101 Tahun 2018 tennng Kebi;akmmnm sm»f
(Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 101). |
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